BUPATI KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYELESAIAN PENGADUAN,

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

BUPATI KONAWE UTARA,

bahwa bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil

guna pelaksanaan kegiatan penyelesaian
pengaduan, pengawasan dan = pengendalian
perizinan, perlu dibentuk Tim Penyelesaian
Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian
Perizinan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tim  Pelaksana
Penyelesaian Pengaduan, Pengawasan dan
Pengendalian Perizinan Tahun 2023.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah  diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021
tentang Pertanian;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan
Perikanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
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Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang- undangan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25

Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran
2023;

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun
2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Penyelesaian
Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
Tahun 2023.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tim Pelaksana Penyelesaian Pengaduan, Pengawasan

dan Pengendalian Perizinan Tahun 2023 dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Bupati ini.

Tim Pelaksana Penyelesaian Pengaduan, Pengawasan

dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penanganan dan  penyelesaian
pengaduan yang disampaikan masyarakat serta
pengawasan dan pengendalian terkait perizinan;

b. melaksanakan koordinasi  dan kerjasama
dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
penanganan dan penyelesaian pengaduan yang
disampaikan masyarakat serta pengawasan dan
pengendalian terkait perizinan; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, melalui

DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun

Anggaran 2023.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 06 Januari 2023




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 60 Tahun 2023
TANGGAL : 06 Januari 2023

TIM PELAKSANA PENYELESAIAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN PERIZINAN TAHUN 2023

No. JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM DINAS
1. | PENGARAH BUPATI KONAWE UTARA
2. | KETUA KEPALA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

WAKIL KETUA

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

SEKRETARIS

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL DAN INFORMASI

ANGGOTA

KEPALA BIDANG PENGADUAN
KEBIJAKAN PELAPORAN
PELAYANAN

ANGGOTA

KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN IKLIM DAN
PROMOSI PENANAMAN MODAL

ANGGOTA

KEPALA BIDANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN




